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BUPATI KUDUS 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 35 TAHUN 2019 

TENT ANG 

RENCANASTRATEGISPERANGKATDAERAH 
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2023 

BUPATI KUDUS 
' 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Strategis Pemerintah Daerah, BAPPEDA 
menyampaikan rancangan akhir Rencana Kerja 
Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada 
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk 
ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairn.ana 
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023; 

l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

.. 

2. 

3. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tent�g 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor .47, Tambah� 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 

I 
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4.. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 

' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

80 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
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13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 

14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

15. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

1 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4663); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4816); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4833); 

23. Peraturan Pernerintah Nomor 15 Tahun 2010 
ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5103); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5941); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 
tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 
tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6219); 

30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pernbangunan .Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

/ 
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32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pernbangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor136); 

33. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Ber basis Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 182); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Srtategis Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nornor 6 
Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 
2010 Nomor 6, Tambahan Lernbaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Nornor 28); 

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S 
Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Nornor 110); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 
Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah Ka bu paten Kudus 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Nomor 107); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113); 

>t l:f t 
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40. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Kudus Tahun 2012 - 2032 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 166); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Nomor 193); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor I 
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 218); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS 
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN " 
2018 - 2023. 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Oaerah adalah Kabupaten Kudus. 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kudus. 
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah 
bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh 
Camat. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 
terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa 
jabatan Kepala Daerah. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 
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Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang sclanjutnya 
d · ebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen 
p�:encanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 [lima] 
tahun. 
Rencana Kerja Perangkat Daerah. yang selanjutnya 
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 
Tujuan adalah sesuatu kondisi y�g akan dicapai atau 
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. 

11. Sa saran adalah rumusan kondisi yang menggam barkan 
tercapainya tujuan, berupa hasil pernbangunan _Daerah( 
Perangkat Daerah yang diperoleh dan pencapaian hasil 
(outcome) program Perangkat Daerah. 

12. Strategi adalah langkah berisikan program-program 
sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat 
Daerah untuk mencapai sasaran . 

13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah 
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan 
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan 
untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas 
dan fungsi. 

14. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan 
yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai 
hasil ( outcome) suatu program. 

15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari 
kegiatan/ program/ sasaran sehubungan dengan 
penggunaan sumber daya pembangunan. 

16. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai 
alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program 
atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (outputL 
hasil (outcome), dampak (impact). 

17. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa 
barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber 
daya pembangunan agar hasil ( outcome) dapat terwujud. 

18. H.asil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau 
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode 
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya 
keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. 

19. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah 
berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari 
pencapaian hasil ( outcome) beberapa program. 

Pasal 2 
(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 berpedoman 

pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023. 

8. 

9. 

10. 
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(2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 memuat 
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan 
dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib 
dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan 
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun 
berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif..' 

(3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar Penyusunan Renja 
Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan RKPD. 

Pasal 3 

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana 
tercanturn dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Peraturan Bupati iru mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus. 

,.,...� ---- 

·�· ; - 

HARTOPO 

Plt. BUPATI KUDUS 
WAKIL BUPATI, 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 22 • 61wtus 2_. (I 

�· 

.. :· h:� .. 1. 
¥.. 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal c.J ,.-,.g � vU!J ,:v19 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

��� 

SAM'ANI INTAK6Rrs 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019 NOMOR 35 

I 
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LAMP IRAN 
PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR '":.( TAHUN 2019 
TENTANG 
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2023 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2018-2023 

BABI 

PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa 

setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara 

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap 

perubahan (Pasal 2 ayat (2}}, dengan jenjang perencanaan yaitu 

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun 

perencanaan tahunan. Setiap daerah (kabupaten/kota) harus 

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM} Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 
' 

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata 

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan 

bahwa Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah 

dan Renja Perangkat Daerah. 

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun sebagai 

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2013- 

2018 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan 
pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib 
dan/ atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi 
setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan 
bersifat indikatif. 
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1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukurn penyusunan Renstra Perangkat Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Taha.pan, Tata 

Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan J angka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2005-2025; 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2018-2023; 

J 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2005-2025; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun 2018-2023. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

Maksud ditetapkannya Renstra Perangkat Derah yaitu 
menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan 
pernbangunan selama 5 (lima) tahun yang menjadi tolok ukur penilaian 
kinerja Perangkat Daerah. 

Sedangkan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Derah adalah : 

a. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan 
program dan kegiatan antara daerah dengan provinsi dan pusat. 

b. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalarn proses penyusunan 
perencanaan pembangunan. 

c. Mewujudkan perencanaan pernbangunan yang akuntabel, partisipatif, 
bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan . 
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BAB II 

RENCANASTRATEGISPERANGKATDAERAH 

Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara Rencana 

Pernbangunan Jangka Menengah Daerah, dengan pencapaian sasaran 

prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 diupayakan rnelalui klarifikasi dan 

verifikasi dalam penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah 

sesuai dengan Perrnendagri Nomor 86 Tahun 2017. Perencanaan program 

dan kegiatan, indikator kinerja, target dan satuan, pagu indikatif, lokasi 

per Perangkat Daerah dirangkum dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 

2018-2023 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Dinas Pendidikan, Kepernudaan dan Olah Raga 
2. Dinas Kesehatan 

3. Rumah Sakit Umurn Daerah Dr. Loekmono Hadi 

4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

5. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 

6. Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik 
7. Satuan Polisi Parnong Praja 
8. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana 

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

10. Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan 

Menengah 
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

13. Dinas Perhubungan 

14. Dinas Komunikasi dan Informatika 

15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

1 7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 

18. Dinas Pertanian dan Pangan 

19. Oinas Perdagangan 

20. Sekretariat Daerah 

21. Sekretariat DPRD 
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22. Kecamatan Kaliwungu 

23. Kecamatan 1 ota 

24. Kecarnatan Jati 

25. Kecarnatan Undaan 

26. Kecamatan Mejobo 

27. Kecamatan Jekulo 

28. Kecamatan Bae 
29. K ecamatan ebog 

30. Kecamatan Dawe 
31. Inspektorat Daerah 

32. Badan Perencanaan Pernbangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah 

33. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 

34. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 
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BAB-ill 

PE NUT UP 

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 

dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kemampuan keuangan 

daerah. Pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Kudus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Jawa Tengah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di 

samping hal tersebut, Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kudus 

Tahun 2018 - 2023 dalam pelaksanaannya juga memperhatikan dan 

menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta 

petunjuk pelaksanaannya. 

Untuk mewujudkan sinergitas dalam pencapaian sasaran program 

dan efektivitas pembangunan, perlu sinkronisasi dan komitmen seluruh 

Perangkat Daerah. Masing-masing Perangkat Daerah diharapkan 

mengambil peran sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi 

serta tanggung jawab dalam rangka mewujudkan Kudus Bangkit Menuju 

Kabupaten Modem, Religius, Cerdas dan Sejahtera. 

Telah ditclit,,:_:,:: � ''.�'"'.n�:n;;J 
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Plt. BUPATI KUDUS 
WAKIL BUPATI, 

HARTOPO 
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